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PERATURAN DAERAH
FOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUFANG
NOMOR :34 TAHUN 1937
TENTANTIG
USAHA SALON KECANTIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAL IEOTAMADYA KEFALA DAERAH TINGEAT II KUPANG

Menimbang ! a. bahwa usaha salaon kecantikan merupakan salah satu
‘ usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
kecantikan.
b. bahwa berhubung dengan itu maka dianggap perlu
menetapkan Feraturan Daerah Fkotamadya Daerah
Tingkat II Kupang tentang Usaha Salaon FKecantikan.
= Mengingat 1. Undang—-undang Nemizyr 3 Tahun 1974 tentang
<:> ; Fokok—-pakak Femerintahan di Daerah (Lembaran
Negara FRepublik Indonesi  Tahun 1974 Nemor 238
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 3037);
Z. Undang-undang Nomor €4 Tahun 1958 tentang
© Fembentukan Daerah-daerah Tirgkat I Bali, Nusa
Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran "Negara
- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 1649);
3.« Undang-undang Neomey S  Tahun 1996 tentang
FPembentukan Fotamadya Daerah Tingkat II Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Noemor 43, Tambahan Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Nomr 26330 :
4. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang
FPeraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 13957 Nomor 57, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nemar 1288);

V.“_ 5. Undang-undang Nemeoy 4 Tahun 1982 tentang
{:} Ketentuan-ketentuan Pokaok FPengelolaan
Lingkungan Hidup tLembaran Negara Republilk

Indonesia Tahun 1982 Namor 12, Tambahan Lembaran

) Negara Republik Indonesia Nomar 1288);

€. Undang-undang Nizmor 9  Tahun 1990 tentang
Fepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3427);

7. Undang-undang Namor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Fidana - (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1981 Nomer 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namar 3209);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang
Fenyerahan Sebagian Urusan Femerintah dalam
bidang FKepariwisataan kepada Daerah Tingkat I
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 34, Tambahan lembaran negara republik
Indonesia: Nomor 31440 ;

F. Peraturan .Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Felaksanaan Undang-undang Namoyr 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Fidana <(Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Neameor SEig;
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10. Keputuszsan Mentervi Ferhubungan dan Menteri Dalam
Negeri Nomaor KM 292/HK.ZO0S5/Fhb-79 dan Nomor 208
Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Namor 24 Tahun 1979);

i1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah);

12, Peraturan Daerah Fropinsi Daerah Tingkat 1 Nusa
Tenggara Timur Nomoyr 3 Tahun 1997 tentang
Fenyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peker jaan Umum,
Pariwisata, Fertambangan, Tenaga Ker ja dan
Kehutanan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Eupang, Kabupaten Daerah Tingkat II
Managarai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba
Timur .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kaotamadya
Dagrah Tingkat II kupang.

MEMUTUS K AN

Menstapkan i PERATURAN DAERAH EOTAMADYA DAERAGM TINGKAT II KUPANG
‘ TENTAMS USAHA SALON KECANTIKAM .
B AB I
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1

a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat @I Kupang.

b. Pemerintan Daerah adalah Femerintah Daerah
Eotamadya Tingkat 11 Kupang.

. Walikotamadya kKepala Daevrah adalah Walikotamadya
kepala Daerah Tingkat I1 Hupang.

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata
Kotamadya Daerah Tingkat II Eupang .

&. Dinas Fariwisata adalah Dinas Fariwisata Eotamadya
Daervah Tingkat II Kupang.

f. Usaha salon FKecantikan adalah Usaha Jasa yang
menyelenggarakan Merias Wajah, Cukur FRambut dan
atau disertai Pelayanan Fasilitas cuci rambut, cat
vambut, cuai muka/masker, pijat Lkepala yang
mamenuhi persyaratan lain yang tercantum dalam
Peraturan Daerah ini.

BEARB II
FERIJINAN PENGUSAHAAN.
Fasal =2

Penyelengaraan Usaha Salon Kecantikan sebagai dimaksud dalam
pasal 1 diatas bharus memperoleh Izin Fenyelenggaraan Usahanya
dari Walikotamadya Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk.
Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku
untuk  jangka waktu 3 (tiga) tahun dan wajib mendaftar ulang
setiap tahun.

BEAR III
FETENTUAN RETRIBUSI
~ Pasal 3
Untuk memperaleh ijin Usaha Salon Kecantikan diwajibkan membayar
Fetribusi.



122 Besarnya FEatribusi setbagaimana dimaksudg ayat 1) Fasal ini

sebesar Fp.,
L2 Besarnva Retribusi

- fTiga Ratus 1w Plugpiand .

s@tian Tahunnyva wntuk pendattaran ulang

sebagaimana yang dimaksud  ayat (3 pasal 2 Peraturan Daerah ini

sebesar Rp. TSO.000, - (Limn Foluh B4k Rupiah).,

BAR 1Y
TATA CARS FPUMGUTAN DN PERNYE FORAN

FPasal «

L1 Pungutan Fetribusi sebags imans oimekoud fada pasal 3 Peraturan
Daerah ini gilakubran dernaan mengaunakan pukti pungutan  berupa
Tanda Pungutan Flety iboig CTRPR vang divalidasi alsh Dinas
Pendapatan Daerah Fotamadyva D ah Tingkat I1 Kupang.

L2 Pungutan Fetribusi dim pada pasal 3 tersebut diatas

dilakukan aoleh Dinss FPavivisatae,

L2 MHasil Pungutan Patyribue pada avat 1) Pasal 1m disetor ke Kas

Daerah.
by Kepada  fAparat Femunaut  diberikan insentif sebesar
Fersen) dari hasii RpUNUItan,

oo oa
LaRrarMiaN- LARARGAN
Pasal &

9% (Lima

L1y Dilarang menyedialan pelayanan  fasilitas piliet  diluar pijat

kepada atau pelavanan fa 11dta
¥ang telah ditetapkan pads Rab ]

A1 1 avat (dog

lain  vang bertentangan

dengan

L2 Untule menjaga tata fertib dal am Uzaha aalaen Facantikan dllarang
a. Menempatkan Burei-bursi  wptulk meErnvelenagarakan merias wajah,
cubur/gunting  rambot dan fasilitas |ain dalam kamar/ruangan

tertutup dan harusz dalam ruanaan terbuka,

b Menyediakarn Mirman keras abag minuman  yang s jenisnya dan

hanyva dipergunalan aettvediakan minuman ringan  dan

kezil.,

minuman

C. Membeari kesempatan untok me ) akuban perbuatan-perbuatan Yang

melangaay keswsilaan.

Boa B v
SAakE1 - SaKS]
Pamal &

Felanggararn terhadap ketentuan dalam Peraturan Daevah 1ini dikenakan

sanksi BRGBUAL dengan  ketentuan yYang berlaku  dan dapat
pencabutan ijin usahanva.

BEaAa R vir
FENGAWASAN DN FEMBINAAN.
Pagal 7
FPengawasan dan pembinaan usaha =

anyelenggaraan Usaha

disertai

Salon

ecantikan dilakukan alah Dinas Pariwisata Kotamadya Daervah Tingkat

1T Kupang.

86 oa virrs
FETEMTUAN F1DANA
Famal 2

€12 Baranasiapa Yang melanggay ketentuan-ketentuan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 Fevakuran Basvab  ini diancam

kurungan

selama-lamanva 6 CEnam? bulan atau denda @ebanyak—banyaknya Rp.

J0, 00, ~ (L ima Fuluh RBibu U1l )y

L2 Tindak Fidana sebagsinana dimaksud pada avat (1) Pagal ini adalah

pelanggaran.,
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B AR IX
KETENTUAN FENYIDIKAN.
Fasal 3
(1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI penyidikan atas tindak Fidana
sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat
dilakukan pula aleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I1I Kupang yang
pengangkatannya ditetapkan sesual dengan Peraturan
Ferundang—undangan yang berlalku; J
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil tersebut pada ayat (1) pasal ini berwenang :
a. Menerima Laporan atau pengaduan dari searang tentang adanya
tindak pidanag
b. Melakukan tindakan pertama ditempat ke jadian ;
<. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka H
d. Melakukan Fenyitaan benda atau surat H
e. Mengambil sidik Jari dan mematret aeseocrang;
f. Mengambil secrang  untuk  didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksiy
g. Mendatangkan 2ecrana ahli yang diperlukan dalam hubungan
dengan pemeriksaan perkarag
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Renyidik FOLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
CD tergebut bukan merupakan  tindak pidana selanjutnya penyidik
FOLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawahkan.

BE AR X
KETENTUAN LAIN - LAIN
Famsal 10
Hal-hal yamg belum distur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan
dengan Keputusan Walikotamadva FKepala Daerah sepanjang mengenai
pelaksanaannya.

BEAB XI
EETENTUAN PENUTUR
Fasal 11
Peraturan Dasvah ini mulai berlaku pada tangoal ditetapkan.
Agar setiap crang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
C:Fraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
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Disyahkan oleh tulfernur kepala Daerah Tin lusa Tenggara Timur

Nomoy «...w Tangaal ..wuw...

Diundangkan dalam Lembaran Daerah totamadva Daerah Tingkat 11 Kupang
Nomer ... Tanggal cewee... Berl ws swmawa

SEFRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKEAT 11 EUFANG

DES. W. F. PRANDA.




